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 Abstract: The implementation of Food Loss and Waste (FLW) 
reduction policies in Indonesia faces challenges due to incentive 
conflicts between the central government and local governments. 
Differences in objectives, information asymmetry, and weaknesses in 
oversight mechanisms lead to opportunistic behavior at the 
implementation level. This research uses a literature review 
approach with descriptive qualitative content analysis to synthesize 
literature related to agency theory and the Van Meter & Van Horn 
implementation model. Secondary data were obtained through 
purposive sampling from various relevant journals, books, and policy 
documents. The research findings identified a data gap of 18% 
between field information and official reports, indicating constraints 
in information system integration. Additionally, differences in 
resource capacity, inter-organizational communication mechanisms, 
and the characteristics of implementing organizations further 
exacerbate incentive conflicts. The synthesis of the literature shows 
that the implementation of a performance-based incentive model, 
which includes indicators of resource availability, communication 
effectiveness, and organizational structure, can align national goals 
with regional operational realities. In conclusion, enhancing digital 
integration, standardizing data reporting, and strengthening inter-
agency coordination are strategic steps to optimize the 
implementation of FLW policies. Research recommendations include 
the development of an integrated digital platform and the 
reformulation of incentive models to enhance accountability, 
transparency, and the effectiveness of FLW management policies. 
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PENDAHULUAN  

Dalam pengurangan sampah makanan, peran pemerintah daerah menjadi sangat 
strategis untuk mengatasi permasalahan agensi yang muncul akibat ketidaksesuaian 
insentif antara agen (pelaku dalam birokrasi dan organisasi lokal) dengan tujuan publik 
yang lebih luas. Permasalahan agensi dalam hal ini melibatkan perbedaan kepentingan 

mailto:tardybudy@gmail.com
mailto:bilalwahyu862@gmail.com
mailto:supriantino@gmail.com


8728 
JIRK  
Journal of Innovation Research and Knowledge  
Vol.4, No.11, April 2025 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Journal of Innovation Research and Knowledge ISSN 2798-3471 (Cetak)  

 ISSN 2798-3641 (Online) 

antara pejabat daerah yang menjalankan kebijakan dan masyarakat yang menjadi sasaran 
dari kebijakan, sehingga diperlukan strategi tata kelola yang efektif untuk menyelaraskan 
tujuan dan menciptakan akuntabilitas (Garske et al., 2020; Lusk & Ellison, 2020). 

Pemerintah daerah memiliki kedekatan dengan karakteristik dan dinamika 
masyarakat lokal yang memungkinkan mereka untuk melakukan inovasi kebijakan 
berdasarkan kebutuhan spesifik wilayahnya (Barbour et al., 2021). Dengan memanfaatkan 
pendekatan multi-stakeholder, seperti pengembangan Food Policy Councils yang melibatkan 
komunitas, organisasi non-pemerintah (CSO), dan sektor swasta, pemerintah daerah dapat 
mengurangi momen-momen permasalahan agensi melalui koordinasi yang lebih intensif 
(Nadeau & Koebele, 2023; Schiff, 2008). Lebih dari itu, pengembangan alat penilaian 
kebijakan seperti Local Food-EPI+ memberikan mekanisme evaluasi yang terintegrasi, 
sehingga dapat membantu pemerintah daerah dalam memantau dan memperbaiki 
implementasi program pengurangan sampah makanan secara berkesinambungan (Ruffini 
et al., 2024). 

Permasalahan agensi ini muncul ketika terdapat misalignment antara tujuan dan 
insentif yang dimiliki oleh pemerintah yang berfokus pada kepentingan publik, standar 
regulasi, dan akuntabilitas politis dengan sektor swasta yang cenderung mengutamakan 
efisiensi operasional dan keuntungan ekonomi. Kondisi ini menyebabkan terjadinya 
gesekan pada mekanisme kolaborasi, di mana kurangnya sinkronisasi target dan metode 
evaluasi kinerja mengakibatkan sulitnya mencapai sinergi optimal dalam pelaksanaan 
proyek bersama (Callens & Verhoest, 2024). 

Konteks inisiatif pengelolaan sampah, misalnya, sektor swasta mungkin memiliki 
insentif untuk mengoptimalkan keuntungan melalui efisiensi biaya dan inovasi teknologi, 
sementara pemerintah menitikberatkan pada standar lingkungan dan kesejahteraan 
masyarakat. Hal ini menimbulkan konflik tujuan yang mendasari agency problem, sehingga 
memerlukan pengaturan yang cermat tentang pembagian peran, mekanisme monitoring, 
dan penetapan indikator kinerja yang transparan (Pradana et al., 2020). Pengalaman di 
Malaysia menunjukkan bahwa tanpa adanya kerangka kolaborasi yang diselaraskan dengan 
baik, perbedaan persepsi mengenai tanggung jawab dan target kinerja dapat memperburuk 
inkonsistensi implementasi kebijakan dan mengurangi efektivitas upaya pengurangan 
sampah (Pradana et al., 2020; Yeboah‐Assiamah et al., 2017). 

(Rosyadi et al., 2021) mendokumentasikan bahwa budaya birokrasi di tingkat daerah 
cenderung berfokus pada agenda internal dan kepentingan masing-masing, yang 
mengakibatkan kurangnya sinergi antara kebijakan yang dirancang dan pelaksanaannya di 
lapangan. Ketidakmampuan untuk menyelaraskan visi pemerintah pusat dengan realitas 
operasional di daerah menunjukkan adanya gap kapasitas yang kuat. Hal ini sejalan dengan 
hasil penelitian yang menekankan bahwa keputusan publik di Indonesia sering kali 
dipengaruhi oleh intuisi dan kepentingan politik daripada analisis data yang komprehensif 
(Sayogo et al., 2023). Kondisi tersebut menghambat munculnya inovasi dan respon yang 
adaptif terhadap dinamika lapangan, sehingga kebijakan seperti Perpres No. 97/2017 sulit 
mencapai sasaran yang diinginkan. 

Penelitian mengenai pengelolaan sampah makanan selama ini banyak terfokus pada 
sampah rumah tangga, sementara aspek rantai pasok awal, yaitu proses produksi, 
pengolahan, dan distribusi di tahap hulu, masih kurang mendapat perhatian mendalam. 
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Literatur yang ada menunjukkan bahwa strategi pengurangan sampah makanan cenderung 
menitikberatkan intervensi pada perilaku konsumen dan pengelolaan limbah di tingkat 
rumah tangga (Chen & Chen, 2018; Falasconi et al., 2019). Namun, temuan dari (Sánchez‐
Teba et al., 2021) menggarisbawahi pentingnya mengalihkan perhatian kepada rantai pasok 
awal, di mana terjadi kerugian makanan (food loss) sejak tahap produksi dan pengolahan. 
Penelitian tersebut menekankan bahwa intervensi di level produksi seperti perbaikan 
sistem pasca-panen dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dapat menjadi strategi 
vital untuk meminimalkan kerugian makanan sejak awal rantai pasok. 

Data Food Loss and Waste (FLW) di tingkat petani menunjukkan ketidakterpaduan 
yang signifikan dengan sistem pelaporan resmi daerah, di mana terdapat perbedaan antara 
data yang dikumpulkan langsung di lapangan dan laporan administrasi yang disusun secara 
resmi. Kesenjangan data ini mengindikasikan adanya celah dalam mekanisme 
pengumpulan, verifikasi, dan integrasi informasi antara level operasional pertanian dan 
sistem pelaporan pemerintah daerah. Hal tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan 
metodologi pengukuran, standar pelaporan yang tidak seragam, dan keterbatasan 
infrastruktur digital di tingkat pertanian, yang pada gilirannya menghambat akurasi dan 
efektivitas pembuatan kebijakan berdasarkan data (Xue et al., 2017). 

Integrasi agency theory dengan model implementasi Van Meter & Van Horn 
menawarkan pendekatan komprehensif untuk menganalisis konflik insentif dalam 
pelaksanaan kebijakan publik. Agency theory, yang menekankan permasalahan principal-
agent, menguraikan bagaimana perbedaan tujuan dan insentif antara pembuat kebijakan 
(principal) dan pelaksana (agent) dapat menimbulkan asimetri informasi serta perilaku 
oportunistik. Di sisi lain, model implementasi Van Meter & Van Horn menyediakan kerangka 
analisis yang sistematik melalui enam indikator kunci, yaitu standar dan sasaran kebijakan, 
sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap 
pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (Elwan et al., 2023). Integrasi kedua 
teori ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mengukur efektivitas pelaksanaan 
kebijakan secara garis besar, tetapi juga mengidentifikasi titik-titik kritis di mana konflik 
insentif muncul akibat ketidaksesuaian antara harapan dan realitas operasional di lapangan. 

Pendekatan integratif ini membantu dalam mengungkap bahwa konflik insentif 
seringkali terjadi pada dimensi komunikasi dan sikap pelaksana. Apabila mekanisme 
komunikasi antar organisasi tidak memadai, informasi penting mengenai standar kebijakan 
dan tujuan strategis tidak tersampaikan secara efektif kepada para agen, sehingga mereka 
cenderung mengambil keputusan berdasarkan insentif pribadi atau kepentingan unitnya 
masing-masing, bukan berdasarkan kepentingan publik (principal) (Pasinringi et al., 2020). 
Selanjutnya, kesenjangan dalam alokasi sumber daya dan perbedaan karakteristik 
organisasi juga dapat memperburuk konflik ini. Agen yang memiliki akses sumber daya 
terbatas cenderung melakukan penyesuaian terhadap sasaran kebijakan dalam rangka 
memenuhi kebutuhan internal mereka, yang pada akhirnya dapat menyimpang dari 
kebijakan utama yang diharapkan oleh principal (Elwan et al., 2023). 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hubungan principal–agent 
dalam implementasi kebijakan pengurangan Food Loss and Waste (FLW) serta merumuskan 
model insentif berbasis kinerja yang dapat diterapkan pada pemerintah daerah. 
Penggunaan teori agensi memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi perbedaan tujuan 
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antara principal, yang dalam konteks ini dapat merupakan pemerintah pusat atau pemangku 
kepentingan utama kebijakan FLW, dengan agen berupa aparat pemerintah daerah yang 
bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan tersebut 
 
LANDASAN TEORI 
1. Agency Theory dalam Kebijakan Publik 

Dalam kajian konflik insentif antara principal (pemerintah pusat) dan agent 
(pemerintah daerah) dalam implementasi kebijakan publik, teori agensi memberikan 
kerangka konseptual yang mendalam dalam menguraikan perbedaan tujuan, risiko 
perilaku oportunistik, serta asimetri informasi antara kedua pihak. Eisenhardt (1989) 
telah menyoroti bahwa konflik insentif muncul ketika terdapat perbedaan mendasar 
dalam insentif dan tujuan antara principal dan agent, sehingga agen cenderung 
mengambil tindakan yang lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada 
mencapai sasaran strategis yang ditetapkan oleh principal (Amit, 2019). 

Dalam konteks interaksi antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah pusat 
sebagai principal memiliki mandat untuk menetapkan kebijakan nasional yang 
menyentuh berbagai aspek pelayanan publik dan pembangunan. Sementara itu, 
pemerintah daerah sebagai agent di lapangan seringkali menghadapi berbagai tekanan 
kontekstual, seperti dinamika politik lokal dan pertimbangan pragmatis terkait kondisi 
daerah yang dapat mengarah pada penyimpangan perilaku yang tidak selaras dengan 
target kebijakan nasional. Oleh karena itu, konflik insentif ini muncul ketika agen 
cenderung mengoptimalkan kinerja yang menguntungkan secara lokal dengan 
mengorbankan pencapaian sasaran nasional, terutama jika struktur insentif dan 
mekanisme pengawasan tidak dirancang secara efektif (Amit, 2019). 

Kasus penyalahgunaan anggaran untuk program pengurangan Food Loss and 
Waste (FLW) dapat dianalisis melalui analogi dengan temuan pada penyalahgunaan 
anggaran di sektor pemerintah daerah. Meskipun secara spesifik belum banyak 
didokumentasikan mengenai penyalahgunaan anggaran FLW, mekanisme dan risiko 
yang mendasarinya memiliki kemiripan dengan kasus-kasus korupsi dalam pengelolaan 
dana desa dan APBD. Misalnya, (Maulana, 2023) mengungkapkan bahwa pengelolaan 
anggaran di tingkat desa sering kali disertai risiko korupsi, di mana penyalahgunaan 
dana terjadi sepanjang setiap tahapan pengelolaan, sehingga mengakibatkan kerugian 
finansial yang signifikan bagi negara. Praktik semacam ini, apabila terjadi pada anggaran 
FLW, menunjukkan bahwa alokasi dana yang seharusnya digunakan untuk mengurangi 
limbah pangan dapat diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, 
yang pada akhirnya menghambat efektivitas kebijakan pengurangan FLW. 

2. Model Implementasi Kebijakan Van Meter & Van Horn 
Dalam kerangka Model Implementasi Kebijakan Van Meter & Van Horn, terdapat 

beberapa variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. 
Tiga di antaranya adalah sumber daya, komunikasi antar organisasi, dan karakteristik 
organisasi pelaksana. Variabel-variabel tersebut saling terkait dan menentukan sejauh 
mana kebijakan dapat direalisasikan secara efektif di lapangan. 
a. Sumber Daya 



 8731 
JIRK 

Journal of Innovation Research and Knowledge 
 Vol.4, No.11, April 2025 
 

…………………………………………………………………………………………………….......................................... 
ISSN 2798-3471 (Cetak)  Journal of Innovation Research and Knowledge 
ISSN 2798-3641 (Online) 

Sumber daya mencakup semua aspek yang mendukung pelaksanaan kebijakan, 
antara lain dana, tenaga kerja, infrastruktur, dan teknologi. Menurut Van Meter & Van 
Horn, ketersediaan sumber daya merupakan salah satu faktor fundamental untuk 
mencapai standar dan sasaran kebijakan. Keterbatasan sumber daya dapat 
menghambat implementasi dengan berdampak pada ketidakmampuan 
mengoperasionalkan program, mengurangi kualitas pelayanan, serta menurunnya 
efektivitas monitoring dan evaluasi (Elwan et al., 2023). Oleh karena itu, analisis 
terhadap ketersediaan sumber daya perlu dilakukan secara menyeluruh untuk 
memastikan bahwa masing-masing unit pelaksana memiliki akses yang memadai 
terhadap dukungan finansial, material, dan SDM. Selain itu, upaya pengadaan dan 
distribusi sumber daya harus disesuaikan dengan karakteristik daerah agar 
pelaksanaan kebijakan tidak hanya tersentralisasi, melainkan juga responsif 
terhadap kebutuhan lokal (Adani et al., 2023). 

b. Komunikasi Antar Organisasi 
Komunikasi merupakan elemen kunci yang mendasari koordinasi antar lembaga dan 
tingkat pemerintahan. Dalam implementasi kebijakan, komunikasi antar organisasi 
memainkan peran vital untuk mentransfer informasi, menyamakan persepsi, serta 
menyukseskan kolaborasi lintas sektoral. Model Van Meter & Van Horn menekankan 
bahwa efektivitas komunikasi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi 
yang jelas, tetapi juga dengan mekanisme umpan balik yang memungkinkan 
penyesuaian strategi secara real-time. Keterbatasan pada mekanisme komunikasi 
sering kali menyebabkan terjadinya asimetri informasi antara pusat dan daerah, 
yang pada gilirannya dapat mengganggu sinkronisasi dalam pelaksanaan kebijakan 
(Elwan et al., 2023). Oleh karena itu, sistem komunikasi yang terintegrasi dan 
berkelanjutan menjadi prasyarat penting untuk mencapai koherensi antara standar 
kebijakan yang ditetapkan dan operasionalisasi di lapangan (Adani et al., 2023). 

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana 
Karakteristik organisasi pelaksana mencakup struktur internal, budaya organisasi, 
kapabilitas manajerial, serta kepemimpinan yang ada dalam setiap unit pelaksana 
kebijakan. Variabel ini sangat menentukan bagaimana kebijakan diinterpretasikan 
dan diimplementasikan di tingkat operasional. Organisasi pelaksana yang memiliki 
struktur yang jelas dan budaya kerja yang mendukung inovasi cenderung lebih 
adaptif terhadap perubahan dan mampu mengatasi hambatan yang timbul selama 
proses implementasi. Sebaliknya, kelemahan dalam kepemimpinan atau 
ketidakjelasan struktur organisasi dapat menimbulkan resistensi terhadap 
perubahan, sehingga menghambat pencapaian sasaran kebijakan (Fiqih et al., 2022). 
Karakteristik organisasi juga mencakup kompetensi teknis dan manajerial yang 
dimiliki oleh para pelaksana, yang harus terus dikembangkan melalui pelatihan dan 
peningkatan kapasitas agar sejalan dengan dinamika dan tuntutan lingkungan 
operasional yang semakin kompleks. 

Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung 
pada sinergi antara ketersediaan sumber daya, efektivitas komunikasi antar organisasi, 
dan kekuatan karakteristik organisasi pelaksana itu sendiri. Upaya peningkatan ketiga 
variabel tersebut secara simultan akan berkontribusi pada terwujudnya pelaksanaan 
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kebijakan yang lebih terintegrasi, adaptif, serta responsif terhadap dinamika lingkungan 
sosial, ekonomi, dan politik. 

 
METODE PENELITIAN 

Metode penelitian dalam studi ini menggunakan pendekatan kajian pustaka secara 
kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat mengumpulkan, 
mengintegrasikan, dan mensintesis berbagai literatur yang relevan mengenai teori 
hubungan principal–agent, model implementasi kebijakan (misalnya, Van Meter & Van 
Horn), serta penerapan insentif berbasis kinerja dalam kebijakan pengurangan Food Loss 
and Waste (FLW). Seperti yang dilakukan oleh (Hajar et al., 2024) dalam studi tentang 
implementasi kebijakan di sektor pendidikan, penelitian kualitatif deskriptif 
memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran komprehensif dari fenomena yang 
kompleks melalui identifikasi, klasifikasi, sintesis, dan interpretasi data literatur. 
1. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi literatur (literature review) dengan desain kualitatif 
deskriptif. Pendekatan ini konsisten dengan metode yang digunakan oleh (Iriany et al., 
2020) yang mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan melalui analisis isi literatur, 
dokumen, dan laporan resmi. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada pemetaan 
konsep-konsep kunci, seperti dinamika konflik insentif antara principal (pemerintah 
pusat) dan agent (pemerintah daerah) serta penerapan model insentif berbasis kinerja, 
yang relevan dengan konteks pengurangan FLW. 

2. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 
Populasi penelitian mencakup seluruh literatur akademik termasuk artikel jurnal, buku, 
disertasi, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan topik implementasi kebijakan, 
teori agensi, dan model Van Meter & Van Horn. Teknik purposive sampling digunakan 
untuk memilih sumber-sumber literatur yang memiliki relevansi tinggi terhadap topik 
kajian. Pemilihan sumber ini selaras dengan pendekatan yang dikemukakan oleh (Elwan 
et al., 2023) yang menekankan pentingnya penggunaan sumber-sumber literatur yang 
telah teruji kredibilitas dan aplikasinya dalam pengembangan model implementasi 
kebijakan. 

3. Metode Penyajian dan Analisis Data 
Data sekunder yang terkumpul akan disajikan secara naratif menggunakan teknik 
analisis isi (content analysis). Proses analisis dimulai dengan identifikasi dan 
pengelompokan literatur berdasarkan tema-tema utama, seperti konflik insentif antara 
principal dan agent, peran sumber daya, komunikasi antar organisasi, dan karakteristik 
organisasi dalam pelaksanaan kebijakan. Literatur yang telah dikumpulkan kemudian 
disintesiskan untuk mengidentifikasi pola, kekhasan, dan kesenjangan konseptual yang 
ada. Pendekatan ini serupa dengan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian-
penelitian terdahulu (Elwan et al., 2023; Hajar et al., 2024; Iriany et al., 2020), yang 
membuktikan efektivitasnya dalam merumuskan kerangka pemikiran dari fenomena 
implementasi kebijakan yang kompleks. 

4. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian yang digunakan merupakan pedoman analisis literatur yang 
mencakup: 
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a. Daftar kriteria inklusi dan eksklusi sumber-sumber literatur, untuk memastikan 
hanya literatur yang relevan dan kredibel yang dipilih. 

b. Kerangka taksonomi untuk mengelompokkan data ke dalam tema-tema kunci, 
seperti konflik insentif, teori principal–agent, dan indikator model implementasi Van 
Meter & Van Horn. 

c. Templat untuk pencatatan data bibliografis dan ringkasan temuan, guna 
memudahkan proses perbandingan serta sintesis di antara sumber-sumber yang 
telah dikumpulkan. 
Dengan pendekatan metodologis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan 

gambaran yang menyeluruh mengenai dinamika hubungan principal–agent serta kerangka 
perumusan model insentif berbasis kinerja untuk meningkatkan efektivitas implementasi 
kebijakan FLW. Metode kajian pustaka yang sistematis dan terstruktur ini telah terbukti 
efektif dalam beberapa studi, sehingga dapat menghasilkan analisis mendalam dan 
rekomendasi kebijakan yang aplikatif. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang disusun berdasarkan pendekatan kajian pustaka dan analisis 
konten secara kualitatif deskriptif, di mana data diperoleh melalui sintesis literatur dari 
berbagai sumber akademik yang relevan. Hasil penelitian ini telah dikonstruksi secara 
induktif dengan mengintegrasikan temuan-temuan yang diperoleh dari studi terdahulu, 
sehingga menghasilkan hipotesis awal dan konsep model yang dapat dikembangkan lebih 
lanjut. 
1. Dinamika Konflik Insentif antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

Analisis literatur mengungkapkan bahwa konflik insentif antara principal (pemerintah 
pusat) dan agent (pemerintah daerah) muncul akibat perbedaan tujuan, asimetri 
informasi, dan mekanisme kontrol yang belum optimal. Berdasarkan sintesis temuan, 
teridentifikasi bahwa pemerintah pusat menetapkan target dan standar nasional yang 
komprehensif dalam pengurangan Food Loss and Waste (FLW), sedangkan implementasi 
di tingkat daerah sering kali mengalami distorsi karena adanya penyesuaian lokal untuk 
mengakomodasi kondisi politik dan sumber daya daerah. Penelitian ini menyimpulkan 
bahwa perbedaan kepentingan dan minimnya mekanisme evaluasi berbasis kinerja 
merupakan faktor yang mendasari konflik tersebut. 

2. Kesenjangan Data antara Lapangan dan Laporan Resmi 
Dari hasil analisis terhadap literatur yang ada, ditemukan bahwa terdapat kesenjangan 
antara Food Loss and Waste yang diperoleh langsung dari lapangan dengan data yang 
dilaporkan melalui sistem resmi pemerintah daerah. Kesenjangan ini mengindikasikan 
adanya masalah integrasi sistem informasi dan standarisasi pengukuran, yang pada 
gilirannya mengurangi akurasi evaluasi efektivitas kebijakan FLW. Peneliti menafsirkan 
bahwa perbedaan ini menghambat proses perumusan intervensi yang tepat sasaran 
karena kebijakan yang dirancang tidak sepenuhnya merefleksikan kondisi. Hal ini 
mendorong perlunya pengembangan platform digital terpadu yang dapat mengurangi 
asimetri data dan meningkatkan transparansi pelaporan. 

3. Perumusan Model Insentif Berbasis Kinerja 
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Hasil sintesis literatur mengemukakan bahwa untuk menyelaraskan tujuan antara 
pemerintah pusat dan daerah, perlu dikembangkan model insentif berbasis kinerja. 
Model yang dihasilkan mengacu pada kerangka implementasi Van Meter & Van Horn 
yang memfokuskan pada indikator sumber daya, komunikasi antar organisasi, dan 
karakteristik organisasi pelaksana. Dari analisis ini, diperoleh bahwa: 
a. Indikator ketersediaan sumber daya harus mencakup alokasi anggaran yang 

memadai serta dukungan SDM dan infrastruktur pendukung; 
b. Efektivitas komunikasi antar organisasi sangat penting untuk memastikan bahwa 

informasi target kebijakan dan umpan balik operasional tersampaikan dengan jelas; 
c. Karakteristik organisasi pelaksana, seperti struktur organisasi dan budaya kerja, 

harus mendukung adaptasi inovasi dan perbaikan berkelanjutan. 
Model insentif yang diusulkan menekankan pemberian penghargaan, baik finansial 
maupun non-finansial, apabila pemerintah daerah berhasil mencapai target kinerja yang 
berdasarkan indikator-indikator tersebut. Pendekatan ini berdasar pada prinsip bahwa 
insentif yang tepat dapat mengurangi kecenderungan perilaku oportunistik dan 
meningkatkan akuntabilitas implementasi kebijakan FLW. 

4. Implikasi Temuan dan Rekomendasi Kebijakan  
Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan adanya kebutuhan mendesak untuk: 
a. Mengintegrasikan sistem pelaporan data FLW agar informasi yang dikumpulkan di 

lapangan dapat secara akurat ditransmisikan ke tingkat pelaporan resmi; 
b. Mengembangkan model insentif berbasis kinerja yang dirancang khusus untuk 

konteks operasional pemerintah daerah, sehingga dapat menyelaraskan antara 
target nasional dan realitas lokal; 

c. Memperkuat mekanisme komunikasi antar organisasi dan meningkatkan kapasitas 
manajerial serta teknis pada lembaga pelaksana. 
Implementasi rekomendasi tersebut diharapkan dapat meminimalkan konflik 
insentif dan menghasilkan peningkatan efektivitas kebijakan FLW, serta 
memberikan kontribusi signifikan terhadap pengelolaan sumber daya dan 
keberlanjutan sistem pangan nasional. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa permasalahan 
konflik insentif serta kesenjangan data memerlukan pendekatan analitis yang holistik 
dengan basis temuan literatur. Metode kajian pustaka dan analisis konten yang 
dilakukan secara induktif berhasil menghasilkan model konseptual yang dapat dijadikan 
dasar perbaikan kebijakan di masa mendatang. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, konflik insentif antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan pengurangan Food Loss and Waste 
muncul akibat perbedaan tujuan, asimetri informasi, dan kendala integrasi data antara 
lapangan dengan laporan resmi. Kondisi ini menyebabkan evaluasi efektivitas kebijakan 
menjadi tidak akurat dan meningkatkan kecenderungan perilaku oportunistik di tingkat 
daerah, sehingga menyulitkan sinkronisasi target nasional dengan realitas operasional 
lokal. 
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Untuk mengatasi permasalahan tersebut, disarankan agar mengembangkan model 
insentif berbasis kinerja yang mengintegrasikan indikator ketersediaan sumber daya, 
efektivitas komunikasi antar organisasi, dan karakteristik organisasi pelaksana. Selain itu, 
perlu dilakukan pengembangan sistem informasi digital terpadu serta peningkatan 
mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Penguatan kapasitas 
kelembagaan melalui pelatihan dan pembinaan juga menjadi langkah strategis untuk 
memastikan implementasi kebijakan pengurangan Food Loss and Waste berjalan secara 
efektif, transparan, dan akuntabel. 
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